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BUPATI PURWORE.O
PROVINSI .AWA TENGAII

PERATURAN BUPATI PURWORELJO
NOMOR  117  TAHUN   20J29

TENTANG

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang  :   a.   bahwa    dalam    rangka    mewujudkan     penyelenggaraan
pemerintahan yang balk dan bersih diperlukan pengawasan
intern oleh aparatur pengawasan intern pemerintah;

b.   bahwa   dalam   rangka   mendukung   pengawasan   intern
sebagalmana  dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  dilakukan
audit investigasi yang dapat dipertanggungjawabhan secara
professional;

c.   bahwa  untuk  memberihan  dasar  hukum  dan  pedoman
dalam     pelaksanaan     audit     investigatif     sebagaimana
dimaksud  dalam  huruf  b,  diperlukan  pengaturan  yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati:

d.   bchwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a,  huruf b,  dan  hunif c  perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit lnvestigatif;

Mengingat     :    1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang     Nomor      13     Tahun      1950      tentang
Pembentukan        Daerah-daerah        Kabupaten        Dalam
Lingkungan FTopinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014      tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana
telah   diubah   beberapa   kali,   terakhir   dengan   Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang   Nomor   2   Tahun
2022    tentang    Cipta    Kelja    menjadi    Undamg-Undang
(I.embaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2022  Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);



MBMUTUS.KAN:.

Menetapkan  :   PERATURAN        BUPATI       TENTANG        PEDOMAN        AUDIT
INVESTIGATIF.

B4BI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalab Kabupat6n Purworejd.
2;   Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagal     unsur

penyelenggara    Pemerintahan    Daerah    yang    memimpin
pelaksanaan      umsan      pemerintahan     yang     menjadi
kewenangari daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati Purworejo.
4.   Wakil Bupati adalah Wakil Bubati Purworejo.
5.   Sekretaris   Daerah   adalah   Sekretaris   Daerah   Kabupaten

PuryQrgjg.,
6.   Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  PD  adalah

unsur  pembantu  Bupati  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah dalaln penyelenggaraan urusan pemerintahap yang
menjadi kewenangan Daerah.

7.   Inspektorat     adalah     Inspektorat     Daerah     Kabupaten
furworejo.

8.   Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten PurwQrejQ.
9.   Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat.
10. Inspektur   Pembantu   adalah   Inspektur   Pembantu   pada

Inspektorat.
11. Inspektur  Pembantu  Khusus  adalah  Inspektur  Pembantu

pada   Inspektorat   yang   mempunyai   tugas   dari   fungsi
melaksanakan Audit Inve stigatif-.

12. Apapat  Pepeg,ak  Hu3nam  yang  sglalljutriya-dis!ipgka,I  APH
adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

13...Aparat    Penga.was    Internal    Pemerintah    I±ainnya    yang
selanjutnya     disebut     APIP     Lainnya     adalah     Badan
Pengawasan   Keuangan   dan   Pembangunan,   Inspektorat
Jendei.al     Kemehterian,      Unit     Pengawa:san      Lembaga
Pemerintah   NQn   Kementerian,   dan   Inspektorat  Provinsi
Jawa Tengah.

i4. Klien  Pengawasan  adalah  perangkat  daerah,  pemerintah
desa, dan badan usaha milik daerah ser-ta lembaga lainnya
yang  menjadi  objek  pelaksanaan  pengawasan  intern  olch
Inspektorat.

15. Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasi bukti
tentang   ipfprmasi   yang   dapat   diT2lqur   Ipepg.erlai   su.atu
satuan  usaha  yang  dilakukan  seseorang  yang  kompeten
dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan
k?s.es.uaian informasi dengan hiteria yang ditetapkan.



16` Audit Inve`stigatif adalah pros.es mepcari,  rp?pemuk_ai:1  dan
mengumpulkan  bukti   secara   sistematis  yang  bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan
pelrfurlya guna dilakukan tindakari hukuin Selanjutriya.

17. Pengendali Teknis adalah Pejabat FungsiQnal Auditor ata.u
Pejabat   Fungsional   Pengawas   Penyelenggaraan   Urusan
Pemerintahan  Daerah  yang  diberi  tugas,  tanggung jawab
dan   wewenang   untuk   mengendalikan   teknis   kegiatan

.  pengawas_an intern.
18. Pejabat   F\mgsional   Auditor   yang   selanjutnya    disebut

Auditor   adalah   pega.wad   negeri   sipil  .yang   diberi   tugas,
tanggung    jawab,    dan    wewenang    untuk    melakukan
pengawasan intern.

19. Pejabat   Fungsional   Penga.was   Penyelenggaraan   Urusan
Ps;eegrint,eda#   I?99rat!   yang   §g!arj.gteya   ¢is§t2ut   PPUPE?

I?adwala¥wpee£:¥:g::8irihkp±:eg:a8pgibuefog#aps;ja¥t8pranng
berwenang  uptul€  mela]q±kan  kegiatan  pepgawas.ail  atas_
penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.

20.Tim   Audit   Investigatif   adalah   tim   yang   diberi   tugas,
tangglmg jawab da]] wewenang ulituk melaksanakari Audit
Investigatif.

21. Pengaduan Masyarakat adalah laporan secara tertulis, jelas
dan  dapat dip_ertanggungjawabkan yang disampaikan oleh
masyarakat       atas       penyelenggaraan       pemerintahan ,
pembangunan dan/atan pelayanan masyarakat.

22. PelapoF   adalah   pihalc   yang   menyampaikan   Penga'duan
Masyarckat:

BAH 11

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang   lingkup   pengaturan   dalam   Peraturan   Bupati   ini
meliputi:
a.   dasar Audit Investigatif; dan
b.   tahapan Audit Investigatif.

BA_a III

DASAR AUDIT INVESTIGATIF`

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Audit Investigatif dilaksanakan berdasarkan :
a._   Pengaduan Masyarakat;



b..   pengembangan kegiatan pengawa§an:
c.   permintaan APH dan APIP Lainnya;
d.   perlnintaan pimpinan Klien Pengawasan; dan
e.   perintah Bupati, Wakil Bupati, atau Sckretals Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Audit Investigatif

Paragraf 1
Audit Inve stigatif Berdasarkan Pengaduan Masyarakat

Pasal 4

[1)  Pengaduan   Masyarakat   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal  3  hrifuf a  berupa pehBaduin  befkadar Pefigawa§an
yang ditujukan kepada Bupati atau Inspektur:

(2)  Bupati   memberikan   dispo.sisi   kepada   Inspektur   untuk
menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat .yang diterima oleh
Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

(8)  Inspektur   memberikan   disposisi   Pengaduan   Ma§yarakat
sebagainana dimaksud pada ayat (1)  dan a.yat (2)  kepada
Inspektur      Pembantu      Khusus      untuk      melakukan
Pehelaahafi.

(4)  Penelachan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) meliputi:
a.   identifikasi masalah;
b.   Harifikasi;
c.   pengumpulan bukti dukung; dan
d.   penyusunan laporan hasil penelaahan.

{5)  Identifikasi masalah  sebagaimana dinaksud pada ayat  (4)
huquf  a  rpepggunakan leap,bar  idaptifikei  d§rigapi  format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6)  Klarifikesi  sebagaimaria  dimaksud  pads  ayat  (4)  huruf t2
dibuktikan dengan surat, berita acara2 dan/ata.u dokumen
tertulis lainnya.

(7)  Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) humf c
berupa  bukti  dukung yang  relevan,  cukup  dan  memadal
dalain penelaahan atas PenBaduan Masyaralcat.

!a)  P?1apc)r   yang   tidak   dapat   memberikan   bukti   du]qung
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) , membuat pemyataan
tanggung jawab atas keb-enarari rna.t6ri.

(9)  Penelaahan terhadap. Pengaduan Masyarakat seb.agaixpana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan pedoman
teknis  Pengaduan  Masyarakat  di  lingkungan  Pemerintah
Daerafi.

¢



(10)Forlnat  laporan  has.il  penelaahan  Pengaduan  Masyarakat
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf d  tercantum
dalam    Lampiran    11    yang    merupakan    bagian    tidak
teEii3isahkari aari PeraluEari Bufiafi ini.

Pasal 5

( 1)  Ifi§Pektiir Peinbantu Khusus sebagaimana diinaksud dalam
Fas.al   4   ayat   (?)   apelaksapa*ap   ?kspps§   tgrfaag.ap
identifikasi  masalah,   klarifikasi  dan  pengumpulan

hasil
bdr`ti

dukung   Pengaduan   Masyarakat   sebagaimana   dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dengan
melibatkan:
a.   Inspektur;
b.   Sekretaris;
c.   Inspektur pembantu;
d.   Pengendali Teknis;
e.   perwakilan unsur Auditor; dan
f'.    perwakilan unsur ppupD.

(2)  Irispektur Pemb.alitu  Khusus  sebagaima];}a dimaks_ud  pads
ayat     (1)     menyampaikan     laporan     hasil     penelaahan
Pengaduan Masyarakat kepada lnspektur dilampiri dengan
leinbai.-ideritirikasi dan/afain fisalah hasil cksp6se.

(3)  Berdasarkan     la.poran     hasil     penelaahan     Pengaduan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur
memberikan disposisi kepada Inspektur Pembantu Khti§u§

X:#tk[n%!e¥;%€¥f¥Ff  atqu  t±9.e*-  eitipdak±apjHti  eengap

(4)  Inspektur memberitahukan secara tertulis hasil penelaahan
Pengaduan  Masyarakat  yang  tidak  dapat  ditindaklanjuti
dengan Audit Investigatif kepada Pelapor dengan tembusan
kepada Bupati.

(5)  Format risalah basil ekspose sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)  tercantum  dalam  Lampiran  Ill  yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peranran Bupati iiii.

Pasal 6

(1)  Pengaduan Masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan Audit
I-fi-wis-tigat-if jika -ire-mefiufii unsur- 5W + 2H sebagai berikut:-
a.   zohczt (apa-jenis penyimpangan dan dampaknya);
b.   tuhere (dimana-tempat terjadinya penyimpangan);
c.   zuhen (kapan-waktu teq.adinya penyimpangan) ;
d.   iofro (§iapa-pihak-Pihak yang diduga ter.1ibat);
g!    zg.try (xpgr}gap.a-peny?bab t9*.,agir}ya pgnyip2papg,ap) ;
f.    hozu     (bagalmana.     -     modus     operandi     teljadinya

penyimpangan); dan
9.   Jtot#  mueJi (berapa-dampak  negatif terhadap  keuangan

Negara/Daerah akibat terjadinya penyimpangan).



(2)  Selaln  uns.ur  5,W  +  2H  sebagaimana  dimaks.ud  pada  ayat
(1)   Pengaduan   Masyarakat   yang   dapat   ditindaklanjuti
dengan Audit Ivestigatif jika:
a.   ufusari     aari     tugas     ¥ing     'rierijaai     kevi;6~riari8ari

Pemerintah  Daerah,  Pemerintahan  Desa,   dan  badan
usaha milik Daerah; dan

b.   indikasi     penyimpangan     keuangan     negara     atau
i5efi-yalahgunaan     Wewefiang     alas     Penyelenggaraan
pgm9riptahan,    p?mt}apgHpap    dan/at,au    pglayapan
masyarakat.

(3)  Dalam hal unsur 5W+2H sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) tidak terpenuhi, Pengaduan Masyarakat dapat dan layck
ditindaklanjuti    dengan    Audit    lnvestigatif   berdasarkan
pertimbangan profesional Auditor.

(4)  Pengaduan Masyarakat tidak dapat ditindaJdanjuti dengan
Audit Investigatif jika diperoleh iriformasi:
a.   Pengaduan  Masyarakat  sedang  atau  telah  dilakukan

Audit lnv§Stig,atif ol?h APIP Iair}nya;.
b.   proses    hukum    terhadap    Klien    Pengawasan    yang

dimintakan Audit Investigatif sedang atau telah berada
pada tahap penyelidikan, penyidikan, p.e`nuntutan, atau
dalam proses peradilan; dan/ atau

c.   terdapat    gangguari    independensi    dan    objektivitas
lhsftektofat    ter-fiadap    Pehgaduari    Masyarakat   yarig
dilaporkan.

Pasal 7

(1)  Pencabutan   Pengaduan   Masyarakat   oleh   Pelapor   dapat
dite-ri-ira untuk dihentikari-riya Audit Ihwisti8atif jika beluin
dilakukan penelaahan atas Pengaduan Masyarakat.

(2)  Pencabutan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimalE§ud
pada ayat  (1)  disampaikan  secara tertulis  dengan  disertai
dengan     alasan     yang     wajar,     rasional,     dari     dapat
di`Peftarig8urigjawabkan.

Paragraf 2
Audit Investigatif Berdasarkan Pengembangan Kegiatan Pengawasari

Pasal 8

(1)  Inspektur Pembantu yang menangani kegiatan pengawasan
intern melakukan ekspose atas hasil kegiatan pengawasan
intern     dengan     menghadirkan     Inspektur,     Sekretaris.
Inspektur  Pembantu  Khusus,  perwakilan  unsur  Auditor,
dan pefivakilan unsur-PPUPD.

(2)  Bkspose   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   untuk
memperoleh kecukupan informasi yang memenuhi kriteria.
da|5at     ataii     tidckfiya     kegiataii     pehgawa§ah     ifite±:n



ditindaklanjuti dengan Audit lnvestigatif.
Pasal 9

(1)  Hasil   ekspose   atas   hasil   kegiatan   pengawasan   intern
sebagalmana.  dimaksud  dalam  Pasal  8  dituangkan  dalam
risalah  hasil  ekspose  dan  ditandatangani  oleh  Inspektur
PembanEu  3;-ang  menangani  kegialari  pengawiasan  intern
dan Inspektur Pembantu Khusus.

(2}  Format risalah hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  tercantum  dalam  hampiran  Ill  ,yang  merupakan
bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Krite.rig   pengQmb.aligar!   kegiatan   pengawas.a];1   intern   c±apat
ditindaklanjuti dengan Audit Investigatif terdiri ata§:
a.   terdapat   substansi   laporan   hasil   kegiatan   pengawasan

intern    yang    tidak    disepakati    61eh    pimpinan    Klien
Pengawasan; dan

b.   terdapat   potensi   penyimpangan/pelanggaran   ketentuan
peraturan         perundang-undangan ,         penyalahgunaan
wewenang, dan/ata.u kerugian keuangan negara/ Daerafi di
!tief. .rug_r!g ±ir±g.kTp kegiatap p95!g.awasap !5±terEI.

Pasal  1 1

gis.alah  has`il  ekspo.s,?  a?bagaimapa.  dimaks.ud  dala];r±  Pasal  9
ayat  (1)   menjadi  dasar  bagi  Inspektur  untuk  memutuskan
informasi   yang    bersumber    dari    pengembangan    kegiatan
pengawasan  intern   dapat  atau  tidak  ddpat  ditindaklanjtiti
dengan Audit Investigatif:

Paragrat 3
Audit Investigatif Berdasarkan Permintaan APH dan APIP Lainnya

Pasal 12

(1)  Permintaan Audit  Investigatif oleh APH  atau APIP  Lainnya
disain-Paikan .secara terfulis ke-pada Bupati c.a. rn§Pektur-.

(2)  Inspektur   mengundang   APH   ata.u   APIP   Lainnya   yang
mengajukan   permintaan   Audit   lnvestigatif  sebagainana
dimaksud ayat ( 1) untuk melakukan ekspose.

(3)  Berdasarkan  risalah  hasil  ekspo.s.e  s.ebagalmana dimaksud
pada  ayat  (2)  Inspektur  memutuskan  permintaan  Ai]dit
Investigatif oleh APH  atau APIP Lainnya  dapat atau  tidak
dapat dipenuhi.

Pasal 13

(1)  Audit Investigatif atas permintaan APH  atau APIP La-ififiya
dapat   gip?.ngb!  j.ika   pro§e§   h~iikyee   .rpes±±   pa¢a   tdeap



penyelidikan.•(2)  Permintaan Audit lnvestigatif dari APH  atau APIP  Lainrry: a

tidak  dapat  dipenuhi  jika  pada  saat  ekspose   diperoleh
in^formasi:
a.   Badan Pemerik§a Keuangan atau APIP Lainnya sedang

atau telah melakukan Audit lnvestigatif alas kasus yang
Sama;

b.   Klien   Pengawasan   sedang   atau   telah   dilaksanakan
prQ§ps   hulqlap   p.a¢a   tab.ap   p.e#yidikap,`   p§r}uptutap,
atau proses peradilan;

c.   terdapat    gangguan    independensi    dan    objektivitas
lnspektQrat   terhadap   kas,us.  yang   dimintakan   Audit
Investigatif oleh APH atau APIP Lainnya; dan/atau

d.   bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Paragral 4
Audit lnvestigatif Berdasarkan Permintaan Pimpinan Klien Penga.wasan

Pa§al 14

(1)  Audit  Inv.es_tigatif berdasarkan  permintaan  pimpinan  Klien
Penga.wasan disampaikan secara tertulis kepada Bupati c.q.
Inspektur.

(2)  Permintaan Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada
ayat     (1)      ditandatangani     pimpinan     tertinggi     Klien
Pengawasan.

Pasal 15

(1)  Inspektur     memberikan      disposisi     kepada     lnspektur
Pembantu   Khusus   untuk   mengundang   pimpinan   Klien
Pengawasan      yang      mengajukan      permintaan      Audit
Investigatif melakukan ekspose.

(2)  Ekspose   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (1)   untuk
memperoleh kecukupan inforrnasi yang memenuhi kriteria
untuk dapat ditindaklanjuti dengan Audit. Investigatif.

{3)  Hasil   ekspq§?   sebagaiqua   dipiak§ud   pqda   ayat   (1)
dituangkan   dalam   risalah   hasil   ekspose  yang  memuat
uraian   pemenuhan   kriteria   dan   simpulan   dapat   atau
tidal€nya ditindaklg!}ijuti Audit lnve s,tigatif.

(4)  Berdasarkan risalah hasil ekspose  sebagainana dimaksud
Pada  ayat  (3)   Ihspcktu±  ineinufuskari  pefinintaa±i  Audit
Investigatif  oleh  pimpinan  Klien  Pengawasan  dapat  atau
tidck dapat dipenuhi.

(5)  Format risalah basil ekspose sebagainana dimaksud.pada
eya!  I?)   t9rgaett±ee  ge±aee  ±eeep!ra_r2  IE!  yang.  ae?rt!pe3se±I
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 16

Permintaan Audit Investigatif dari pimpinan Klien Pengawasan
dapat diperiuhi jiha terdapat |5oteri-si:
a.   penyimpangan/pelanggaran          ketentuan          perafuran

perundang-undangan; dan
b.   penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kerugian  keuangan

negara/Daerah.

Pasal 17

(1)  Pemenuhan  permintaan  Audit  lnvestigatif  dari  pimpinan
RIieri Pehgawa§an dipribritaskarl terliadap hal yatg bersifat
strategis   dan   berdampak  luas,   material,   serta  menjadi
sorotan publik.

(2)  Permintaan     Audit     Investigatif    dari     pimpinan     Klien
Pengawasan tidak dapat dipenuhi jika:
a.   objek pemeriksaan pada Klien penga.wasan sedang atau

telah dia.udit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau APIP
L9innya;

b.   objekTpe`meriksaan pada Klien pengawasan sedang atau
telah     dilaksanakan     proses    hukum    pada.    tahap
penyetidikalli    pQpyidikan,    pellurltutar±,    atau    pros_9s
peradilan;

c.   terdapat  .  gangguan    independensi    dan    objektivitas
Inspektorat   terha.clap   kasus   -yang   dimintakan   Audit
Investigatif; dan/ atau

d.   materi    yang    dimintakan    Audit    lnvetigatif    bukan
merupakan kewenangan Pemerintah ijaerah.

Paragraf 5
Audit Investigatif Berdasarkan Perintah Bupati,

Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah

Pasal 18.

(1)  Inspektur dapat melakukan Audit Investigatif berdasarkan
Perihfah Bupati, Wakil Bupati, atau Seki.etari§ Da'erah.

(2)  Perintah  Bupati,  Wakil  Bupati,  atau  Sekretaris  Daerah
sebagainana dimaksu pada ayat (ij diiakukan secara Iisan
atau terfulis sesual kewenangan.

(3}  Perintah secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditindaklanjuti   oleh   Inspektur   dengan   pembua.tan   nota
dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah
yang    mcmberikan    perintah    untuk    melakukan    Audit
lnvestigatif.

Pasal 19

(1)  Inspektur   memerintahkan   lnspektur   Pembantu   Khusus
untuk melakukan penelahaan ata§ perintah Bupati,  Wakil
Bupati,   atau  Sekretaris  Daerah   sebagainana  dimaksud



dalam Pas_al  18..
(2)  Ketentuan  mengenai  penelaahan  Pengaduan  Masyarakat

sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  4   ayat  (4)   sampai
defigafi ayal-( 10) bef-laku secaEa inufati§ ~riutafiais -tei;hadai
penelaahan   atas   perintah   Bupati,   Wakil   Bupati,   atau
Sekretaris Daerah.

Pa§al 20

(1)  Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimcksud dalani
Pasal    19    ayat    (1)    melaksanakan    ekspose    atas    hasil
penelaahan    kepada    Inspektur,     Sekretaris,    Inspektur
Peinb,afifu,   i;6figefidali  telini§,   i56iivak-ilafi   ufi§uf-  Audit6f-
dan perwakilan unsur PPUPD.

(2}  Inspektur Pembantu s.ebagainana dimaksud pada ayat  (1)
menyampalkan laporan hasil penelaahan kepada Inspektur
dengan dilampiri lembar identifikasi dan/ ata.u risalah hasil
6kspo§e.

(3)  Berdasarkan      laporan      hasil      penelaahan,      Inspektur
memberikan   disposisi   untuk   ditindaklanjuti   atau   tidak
ditindaklanjuti dengan Audit ln-ve§tigatif.

(4)  Inspektur menyamp.aikan laporan hasil penelahaan kepada
Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah yang memberi
perintah   jika    laporan    hasil   penelaahan    tidak    dapat
ai-tifidal€1anjii-ti defigin Ariait Ifi-vie§tigafi`f.

Pasal 2 1

(1)  Peinfah darn Bupati, Wakil Bupati,  dan Sekretaris Daerah
d.ap`at ditip¢.a!slapjuti ±§ngap AT!dit lr}vgstigatif jika ter¢apat
potensi,
a.   penyimpangan/pelanggaran       ketentuan       peraturan

pQrundang=t!ndangap; dan
b.   penyalahgunaan      wewenang      dan/atau      kerugian

keuangan negara/ D aerah.

(2)  Perintah dari Bupati, Wakil Bupati,  dan Sekretaris Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak ditindaklanjuti
dengan Audit Investigatif j ika:
a.   Badari Pemeriksa Keuangan atau APIP Lainnya sedang

etat± €e!de see±e±H_kap At±€i! !¥vg§t!getif ata§ ke§t}s yaps
Sama;

b.   Klien   Pengawasan   sedang   atau   telah   dilaksanakan
pro.s.es.  hukum  p.ada   tahap.  penyidikan,   penuntutan,
a.ta.u proses peradilan;

c.   terdapat    gangguan    independensi    dan    objektivitas
Iri§Pektofat tei!hada.p kasus yang dii5eriintafikan Bupati,
Wakil Bupati,  atau Sekretaris Daerah untuk dilakukan
Audit Investigatif; dan/atau

d.   bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.



Bag IV

TAHAPAN AUDIT INVESTIGATIF

B.agian Kesatu
Pra Perencanaan

Pasal 22

(1)  Pra perencanaan Audit lnvestigatif merupakan  tahap awal~P-fo§e-a   f]e-nu8asan   befu-Pa   -Perielaahari   yang   dilakukah

Inspektur  Pembantu  Khusus  untuk  memutuskari  dapat
atau tidaknya dilanjutkan dengan Audit lnvestigatif.

(2)  Pfa Perencanaan Audit Investigatif menghasilkan simpulan
i?g.rt!pa bipgtg§i§ pg.r!yieepapgap ya_r±g. a*ap dit}u.ktitsap/9i¥ji
pada tahapan pelaksanaan Audit Investigatif.

B.agian Kedua
Perencanaan

Pasal 23

( 1)  Perencanaan Audit Investigatif meliputi kegiatan:
a.   inefieiapfafi §a§alan, ruarig lin8lini; aaii al6ka§i §uinb6f-

daya;
b.   mengembangkan  hipotesis  untuk  mengarahkan  proses

pembuktian suatu penyimpangan;
c.   Inengidentifika§i   pendekataii,    pf6§edui:,    daji    tekriik

Audit yang ds^an digquakan uptuk mengl+i.i hipgte§is;,
d.   merumuskan  prosedur  dan  langkah  kelja  yang  akan

dilakukan dalam bentuk program Audit;
e.    mela]q±kari        p,epilaian        risikQ        p_?rlugas`al}        dan

merencanakan mitigasi risiko tersebut; dan
f.    mendokumentasikan seluruh proses perencanaan Audit

Ihve§tiBatif.

(2)  Dalam      hal      diperlukan,      Audit      lnvestigatif      dapat
menggunakan  tenaga ahli yang berkompeten  pada bidang
te-ftefitu.

(3)  Dalam  penggunaan  tena.ga  ahli,  Pengepdali  Tekpis  harus
merancang  prosedur  pengendalian  yang  memadai  guna
memperoleh keyakinan terbatas bahwa penggunaan tenaga
ahli  da~pat  inendukung  i]encaEiaiah  tujuan  darn  sasaran
Audit Investigatif.

(.4)  Setiap   penugasan   Audit   Inve.stigatif   berdasarkarl   surat
tu8as.

(5)  S.etiap  penugas_an  Audit  lnvestigatif  diberitahukan  se,car.a
tertulis kepada pimpinan Klien Pengawasan dengan disertai
surat tugas Audit Investigatif.



(§)  S,etiap Audit Investigatif diselesaikan tepat wak{:u dan dapat
diberikan     perpanjangan     waktu     penugasan     dengan
mempertimbangkan  alasan yang  wajar  dan  rasional  serta
kondisi    terseb.ut    harus    dicantumkan    pada    lapo.rar±
kemajuan penugasan Audit Investigatif.

(?)  Surat   tugas   Audit   Inve,stigatif   mencantunnkan   sasaran
Audit lnvestigatif yang akan dilakukan.

(8)  Format   laporan   kemajuan   penugasan   Audit   lnvestiga.tif
sebagainana  dimaksud  pada  ayat  (6)   tercantum  dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Pet.aturati Bupati ini.

Pasal 24

(1)  Dalam   hal   terdapat   penolakan   dari   Klien   Penga.wasan,
bans   dibuktikan   dengan   sura`t   pemyataan   dari   Klien
Pengawasan.

(2)  Dalam   hal   Klien   Penga.wasan   menolak   membuat   surat
pemyataan,  Tim  Audit  Investigatif membuat  berita  acara
pefi61akah A-tidit liive§ti8atif.

(3)  Tim    Audit    lnvestigatif    melaporkan    penolakan    Audit
Investigatif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  kepada
Inspektur.

(4)  Inspektur   melapQrkan   penolakan  Audit   Investigatif  oleh
Klien  Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)
kepada B-ripati unfuk mendapalkan disposisi lebih lariji]t.

(5)  Dal`am  hal  Klien  .Pengawasan .tetap  melakukan  penolakan
Audit   Investigatif.   setelah   dilakukan   pelaporan   kepada
Bupati,  Inspektur  menyerahkan  penanganan  kasus  Klien
Pengawasan kepada APH.

Bagiaii Ketiga
Pemeriksaan

|5asal 25

(1)  Tim  Audit  Investigatif  mengumpulkan  b.ukti  Audit  yang
relevant  kompeten,  dan cukup dalam melaksanakan Audit
Investigatif.

(2)  Bukti Audit yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   merupakan  bukti  Audit  yang  mendukung  dan/atau
menguatlran  pendapat yang  berhubungan  dengan  tujuan
atau simpulan Audit.

(3)  Bukti  Audit  yang  kompeten  seb_a.gaimana  dimaksud  pada.
ayat in berupa bukti audit yang diperoleh secara sah, legal
dan tidak melawan hukum serta dapat diandalkan untuk
menjamin  kesesuaian  antaFa pcndapat dengan  fckta yang



s£?ber|arnya.
(4)  Bukti Audit yang cukup sebagalmana dimaksud pada ayat

(1)   merupakan   jumlah   bukti   Audit   yang   telah   dapat
dijadik-an   dasal  penarikah   Simpulafi   hasil  Au-dit  +secai.a
profesional dan objektif.

(5)  Inspektur   menerbitkan   laporan   hasil   Audit   Investigatif
berdasarkan  bukti  yang  relevan]   kompeten,  dan  cukupz
yang dapat memberikan keyakinan memadai serta menjadi
dasai. urfuk serfua i]ei.tiinbafigaii daii siinpula±i hhsil Audit
Investigatife

Pasal 26

(1)  Pengumpulan     dan    evaluasi     bukti    Audit    Investigatif
diinak-sudkari  rihtuk  rhendrikuhB  .siinpulah  d€iri   terhual
Audit Investigatif yang difokuskan pada upaya pembuktian
hipo`tesis untuk mengungkapkan :
a.   fakta mengenai siapa,  kapan,  dimana,  dan bagainana

terjadinya kasus yang dilakukan Audit lnvestigatif;
b.   sebab dan dampak penyimpangan; dan
c.   pihak yang  terlibat  dan  p.eranan/tanggung jawab  dari

para pihak.

(2)  Dalam   p.engungkapali   pihal=  yang   terlibat   sebagaimgria
dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  c,  Tim  Audit  Investigatif
harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dengan
tidak mencantuinkan nana jelas pihak tersebut.

Pasal 27

(1)  Permintaan    bukti    Audit    Investigatif   oleh    Tim    Audit
lnvestigatif disampaikan  secara  tertulis  kepada  pimpinan
Klien Pingawasan.

!2)  Kliep   P9pgawap+an   mem§quhi   p?rmintaan   t2ukti   Audit
Investigatif paling lama 2  (dua)  hari kerja sejak meneri'ma
surat permintaan tertulis dari Tim Audit Investigatif.

(3)  Dalam hal pimpinan Klien Pengawasan yang berkewajib.an
menyediakan   bukti  Audit   tidak   memenuhi   permintaan
bukti Audit dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)   Tiin   Atidit   lfivestigatif   inehyainpajkah   Perinintaan
tertulis  .kedua    atas    bukti   Audit    Investigatif   dengan
tembusan kepada Inspektur.

(4)  Permintaan  tertulis  kedua  atas  bukti  Audit  Investigatif
sebagainana   dimaksud   pada   a.yat   (3)   harus   dipenuhi
dalaln   waktu   paling   lama   5    (lima)   hari   kelja   sejak
diterimanya   perlnintaan   tertulis   kedua   dari  Tim  Audit
!pyestigatif.

(5)  Dalam hal pimpinan Fflien Pengawasan yang berkewajiban
menyediakan   bukti  Audit   tidak   memenuhi   permintaan
bukti Audit dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

d



(4) Tim Audit lnves.tigatif melaporkan kepada Inspektur.
(6)  Berdasarkan  laporan  Tim  Audit  Investigatif  sebagaimana

dimaksud  pada  ayat  (5)  Inspektur  dapat  menghentikan
§eineritafa pen-riga§in Auai`€ Iil-¢6§tigatif.

(7)  Inspektur memberitahukan  secara. tertulis  pemberhentian
sementara  penugasan  Audit  Investigatif kepada  pimpinan
Klien Pengawasan dengan tembusan kepada. Bupati.

Pasal 28

(1)  Pengumpulan  bukti  Audit  Investigatif  dilakukan  dengan
rieriggi]riakari br6Sediir- darn tei=riik` yarig-rieinadal.

(2)  Tim     Audit     Investiga.tif     menjaga     penguasaan     dan
pengawasan atas  sumber,  kepemilikan,  dan penyimpanan
b-tikti   A-tidit   yalig   berkalfari   dehgari   pefi-tiga§afi   A-tidit
Inye§tigatif.

Pasal 29

(1)  Dalam melaksanakan evaluasi atas bukti Audit, Tim Audit
Investigatif melakukan kegiatan :
a. pengr:jian    atau    mengevaluasi    seluruh    bukti    yang

ailaimp-ulkin   dengan   meinpefhatifari   irfutari   pi:6ses
kejadian  dan  kerangka  waktu/kronologi  kejadian  yang
dijabarkan  dalam  suatu  bagan  alur  kejadian  dan/a.ta.u
narasi   deskriptif  mengenai   pengungkapan   fakta   dan
prose§ kej.adiin;

b.pe?nilal     keand,alan     dan     ke§ahinan     bukti     yapg,
dikumpulkan selama pelaksanaan Audit Investigatif;

c. menilai kesesuaiari/korelasi bukti dengan hipotesis;
d. mengidentifkasi, mengkaji, dan membandingkan semua

bukti      dengan      mengutamakan      hakikat/substansi
daripada bentuk bukti,.

e. ineh8einbafigkah  hii3dte§is  urituk  inefigalafikari  -pfoses
pembuktian suatu penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang;

f.  mengidentifikasi pendekatan, prosedur dan teknik Audit
yang akan digunakan untuk menguji hipotesis;

g. .rperungu§kap  pros?¢tir  dan  lapgkgh  k?±a  yang.  8kap
dilakukan  dalam  bentuk  program  kelja  pemeriksaan;
dan

h. mengidentifikasi risikQ dan merencanakan mitigasi ris.iko.
penugasan Audit lnvestigatif.

(2)  Tim  Audit  Investigatif  melakukan  analisis  dan  evaluasi
bukti audit yang telah dikumpulkan dengan menggunakan
kertas kelja Audit Investigatif.

(3)  Analisis  dan  evaluasi  bukti Audit  sebagaimana dimaksud
pada  ayat  (2)  dapat dilakukan  sewaktu-waktu pada saat
mendapa.tkan bukti Audit yang baru atau secar.a periodik
§etiap anir pekan.



(4)  B.erdasarkan   kertas,  keria  Audit   Inves.tigatif,   Tim   Audit
Investigatifmengidentifikasi:
a.   jenis penyimpangan;
b.   ~inch8u-raika-fi fal€-ta darn -i-fo§es kejaaiafi;-
c.   kriteria   yang   seharusnya   dipatuhi;   penyebab   dan

dampak yang ditimbulkan; dan
d.   pihak yang terkait.

Pasal 30

( 1)  Tim Audit Investigatif dapat menggunakan tenaga ahli yang
berkompeten  pada  bidang  tertentu  dalaln  pengumpulan
dan  evaluasi  bukti  Audit  Investigatif  serta  pemeriksaan
fisik.

(2)  Dalam  penggunaan  tenaga  ahli   sebagaimana  dimaksud
pada  ayat  (1),  Tim  Audit  Investigatif  harus  melakukan
komunikasi  intensif  dengan   tenaga  ahli   tersebut   guna.
ineini;6i:6ieh    p6inafiariari    yafig-   6iikii5    aalafii    fafigka
meminimalkan kesalahpahaman yang dapat menyebabkari
kesalahan  penafsiran  hasil  pekeriaan  dan/atau  informasi
yang disalnpaikan oleh tenaga ahli tersebut.

(3)  Palapi  pengguna?ri  t?nasa  ahli  a?t2agatmana  diapaksud
pada ayat (1), Tim Audit Investigatif terlebih dahulu haLrus
melaksanakan penilalan kualifikasi tenaga ahli.

(4)  Kualifikasi  tenaga  ahli  sebagaimana  dimaksud  pada.  a.yat
(3)  paling  sedikit  meliputi  tingkat  pendidikan,  sertifikasi,
dan    pengalaman    tenaga    ahli    yang    relevan    dengan
fieri-riga§in Andit^ Iriv6§tigatif.

(5)  Tim      Audit      Investigatif      harus       menilai      kualitas
data/informasi  yang  dihasilkan  dari  penggunaan  tenaga
ahli  sebagaimana  dimaksud  pada  a-yat   (1)   seffa  Pf6§e§
p?1a]s§apa?rl ksahlian terhadap k?butuhan infpr?nasi audit
investigatif dimaksud.

(6)  Tenaga    ahli    yang    terlibat    dalam    Audit    Investigatif
menyampaikan  laporan  hasil  kegiatannya  secara  tertulis
kepada Inspekfur.

Pasal 3 1

(1)  Setiap  tahap  Audit  Investigatif yang  dilalqukan  Tim Audit
Investigatif   harus   disupervisi   secara   memadai   untuk
memastikan tercapainya sasaran dan teljalninnya kualitas
Audit Iiive§ti9atif.

(2)  Pengendalian   penugasan   melalui.   reviu   beljenjang   dan
pembahasan  intern  dilakukan  untuk  menjamin  kualitas
Audit  Investigatif,  mempercepat  penyelesaian  pe-nugai§afi,
dart   mgnyg!g§aikap   permasala±an   yang   tip2bq!   §elgEna



penugasan Audit Investigatif.
(3)  Pembahasan  intern sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

dilaksanakan sebagai berikut:
a.   i5eyinbahasah intern  di tihgkat thin dipiinj5ih dle`h  ketua

Tim Audit Investigatif;
b.   pfmbahasan.   intern  .di   tingka`t ` Iqspektu`r _ Pfmbantu

dikoordinasikan dan dipimpin oleh Pengendali Tehais;
c.   pembahasan       intern       di       tingkat       Inspektorat

dikoordinasikan dan dipimpin oleh lnspektur Pembantu
Thusus;

d.   Inspektur    dapat    menugaskan    pejabat    strukfural,
Au,ditor,  da.n  P2UPD  yang  tida]z  terngsuk  dalam  Tim
Audit  Investigatif untuk  memberikan  pendapat  dalam
pembahasan  intern  tingkat lnspektoral  sesu-ai  dengan
kebutuhan; dan

e.   hasil  pembahasan  intern dituangkan  dalam  dokumen
risalah    pembahasan    intern    yang    mencantumkan
§impiilafi         baltwa        Aiidit        Itwe§tigatif        telah
cukup/memadai   atau   masih   memerlukan   prosedur
Audit tambahan.

(4)  Inspektur.   Pembantu   Khusus   melakukan   pengendalian
yang memadai terhadap setiap penugasan Audit Investigatifterutama untuk penugasan yahg stidah melampaui batas
waktu.

(5)  Inspektur    Pembantu    Khusus.    melakukari    identifikasi
hambatan   dan   kendala   dalam   Audit   Investigatif   serta.
melaporkannya kepada Inspektur.

(6)  Format  hasil  pembahasan  intern  sebagaimana  dimaksud
pada    a.yat    (3)    tercantum    dalam    Lampiran    V   yang
merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 32

Dalam  hal  pelaksanaan  Audit  Investigatif ditemukan  kondisi
yang   tidak   diharapkan   dan   di   ltiar   kehdali   Tirli   Atidit
Investigatif,     sehingga    terdapat    risiko    penugasan    Audit
Investigatif  tidak  dapat  dilanjutkan,  maka  kondisi  tersebut
dilaporkan   kepada.   Inspektur   untuk   mengatasi   hambatari
penugasan.

Bagiap K?empat
Pengkomunikasian Hasil Audit Investigatif

Pasal 33

( 1)  Tim Audit Investigatif melakukan pengkomunikasian  hasil
Airdit Investi-8atif kepada. Pihak yang b.erk`epentin-8an.

(2)  Media      pengpmunikasian      hasil      Audit      Investigatif
sebagalmana dimaksud pada ayat (i) dapat berupa ekspose
hasil akhir dengan pimpinan Klien Pengawasan.



(3)  PengkQmunikas.iali   hasil   Audit   lnves.tigatif  sebagaixpa]ia
dimaksud pada ayat ( 1} b-er't;ijiian untuk:
a.   mengomunikasikan   hasil   penugasan   Audit   kepada.

pihak  berwenang  s5suai  d5ngan  ketentuari  P5rattiran
perundang-undangan;

b.   menghindari kesalahpahaman atas hasil Audit;
c.   menjadi  bahan  untuk  melakukari  tindakan  perbaikan

bagi pimpinan Klien Pengawasan; dan
d.   memudahkan    pemantauan     tindak    lanjut    untuk

menentukan    pengaruh    tindakan    perbalkan    yang
semestinya telah dilaksanakan`

(4)  Pengomunikasian   basil  Audit   Investigrtif  kepada  pihak
yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
merupakan  tahap  pembicaraan  akhir  dengan  pimpinan
Klien Pen-gawasal.

Pasal 34

( 1)  Pengomunikasian hasil Audit Investigatif untuk penugasan
Audit   Investigatif   berdasarkan   Pengaduan   Masyarakat,
pengembangan kegiatan pengawasan, a dan perintah Bupa.ti,
Wakil  Bupati  atau  Sekretaris  Daerah  dilakukan  dengan
ketentuan:
a. +iin -Aridit  lnvestigatif mengkomunikasikan  hasil  Audit

lnvestigatif  kepada   pimpinan   Klien   Pengawasan   atau
atasan   pimpinan   Klien   Pengawasan   dengan   terlebih
dahulu     melakukan     ekspose     dan     hasil     ekspose
dituangkan dalam risalah hasil ekspose akhir; dari

b. apa.bila  hasil  Audit  Inve§tigatif menyimpulkan  terbukti
penyimpangan,   Tim   Audit   Investigatif  menyampaikan
rekomendasi   agar   pimpinan   Klien   Pengawasan   atau
atasan   pimpinan   Klien   Pengawasan   menindaklanjuti
hasil    Audit    Investigatif    sesuai    dengan    ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2)  Pengomunikasian hasil Audit lnvestigatif untuk penugasan
4Hdit  IPvestigqtif I)erda.sark.ap  pFngiintaan  APH  dan  AP|P
Lainnya,  serta  permintaan  Klien  Penga.wasan,  dilakukan
dengan ketentuan :
a. Tim  Audit  Investigatif  mengomunikasikan  hasil  Audit

Investigatif dengan APH,  APIP  Lainnya,  pimpinan  Klien
Pengawasan  yang  meminta  Audit  Investigatif  dengan
inelakiikari eksi]o-se; dan

b. ekspose sebagaimana dimaksud pada  huruf a ditujukan
untuk   memperoleh   kepa:stian   terpenuhi   atau   tidak
terpenuhinya    aspek    hukum,    sehingga    tim    Audit
Investigatif  memperoleh  informasi  yang  cukup  bahwa
hasil Audit Investigatif terbukti atau tidak terbukti.

(3)  Kesepakatan  hasil  ekspose  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (3) dituapgkan dalam risalah basil ekspQse akhir yang
ditandatangani oleh lnspektur Pembantu yang membidangi
Investigatif dan  APH,  APIP  Lainnya,  atau  pimpinan  Klien



P.?r}gavyasan:.
(4)  Format risalah hasil ekspose akhir sebagaimana dimaksud

pada    ayat    (4)    tercantum    dalam    Lampiran    VI   yang
m'erupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Bagian Kelima
Laporan Hasil Audit Investigatif

Pasal -3.5.

(1)  Tim   Audit   Investigatif   menyusun   laporan   hasil   Audit
lnvestigatif.

(2)  Laporan  hasil  Audit  Investigatif  memuat  pengungkapan
fakta  penyimpangan  dan  proses  kejadian,  penyebab,  dan
dampak serta rekomendasi.

Pasal 36

(1)  Laporan   hasil  Audit   Investigatif  disusun   dalam   bentuk
dckumen atau Surat d5ngan keteiituan:
a.   Iaporan hasil Audit Investigatif 'disusun  dalam  bentuk

bab  jika  hasil  Audit  lnvestigatif  menemukan  adanya
penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut;

b.   dalam hal sebelum berakhimya Audit Investigatif atau
sebelum laporan hasil Audit Investigatif terbit terdapat
tindak  lanjut  berupa  pengembalian/penyetoran  atas
kerugian       keuangan       negara/ daerah       ke       kas
negara/da.erah  atau  kas  badan  usaha  milik  Daerah,
malta.  informasi     tindak     lanjut     tersebut     harus
diungkapkan dalam laporan hasil Audit Investigatif;

Q...    lap.Qrap_   h_asi!   A_t}dit_   Ep_yQst_igat_if   a.al.am`   bQp_tt±*.   §urat`
diterbitkan jika hasil Audit Investigatif tidak ditemukan
adanya penyimpangan; dan

a.   Iaporan  hasil  Audit  Investigatif  dis.ampaikan  kep.ada
Bupati dan pihak yang berkepentingan disertai dengan
resume hasil audit lnvestigatif.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenal pedoman  teknis laporan
basil Audit lnvestigatif ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 37

S.etiap  pegawai  Inspektorat  tidak  diperbolehkan  memb.erikan
laporan hasil Audit lnvestigatif berupa dokumen asli maupun
salinan atau dalam bentuk dokumen elektronik kepada pihak
yang tidalc bervefiatB.

Pasal 38

(1)  Laporan   hasil  Audit  Investigatif  sebagalmana   dimaksud
dalam Pasal 35 yang berdasarkan Pengaduan Masyarakat,
permintaan  pimpinan  Klien  Pengawasan,  pengeribangan



kegiatan pengawasan,  atau perintah Bupati, Wakil Bupati,
atau Sekretaris Daerah dibuatkan koreksi intern.

(2)  Koreksi   intern   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)
disampaikan  terpisah  dari  iaporan  hasil Audit Investigatif
kepada pihak yang direkomendasikan dalani laporan basil
Audit lr}vestigatif:

(3)  Laporan   hasil   Audit   Investigatif  sebagaimana   dimaksud
pada ayat (i) bersifat rahasia.

(4),  }pspektur  menyappaikan  1.apprap  hasil  Audit  lpvestigrtif
a.tas  permintaan APH  dan APIP Linnya kepada pimpinan
APH dan APIP Lainnya selaku pemohon Audit Investigatif.

(5)  Laporan  hasil  Audit  Investigatif  tidak  ditujukan  ke-fiada
PelapQrj  P.ap_T.I_  P§1apgr  in_§P.a.Fi2a.i  p`epLberi_tab_ti_ap.  see.apa.
tertulis  dari  Inspektur  atas  perkembangan  penanganan
Pengaduan Masyarakat.

(6)  Format  dan   sistematika  la.poran   hasil  Audit  lnvestigatif`
§Qt2agaimana    dimdssud    pads    ayat    (1)    da]i    ayat    (i)
tercantum  dalam  Lampiran  VII  yang  merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3`9

(1)  Pihak terkalt yang tercantum  dalam relromendasi  laporan
hasil      Audit       Investigatif      berdasarkan       Pengaduan
Masyarakat,   pengembangan   kegiatan   pengawasan,   dan
perintah  Bupati,   Wakil  Bupati  atau   Sekretaris  Daerah,
menindaklanjuti   rekomendasi   paling   lambat   60   (enam
puluh)   hari  kerja  a.ejak  laporan  hasil  Audit  Inves.tigatif
diterima oleh yang bersangkutan.

(2)  Apabila      pihak      terkait      dalaln      rekomendasi      tidak
menindaklanjuti     rekomendasi     dalam     kurun     waktu
sebagaimana     dimaksud     pada     a.yat     (1),     Inspektur
menyerahkan   penanganan   kasus   kepada   APH    sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1)  Tindak   lanjut   rekomendasi   dalam   la.poran   hasil   Audit
Investigatif  berdasar  permintaan  APH  dan  APIP  Lainnya
menjadi tugas dan kewenangan APH atau APIP Lainnya.

(2)  Pemberian keterangan atas laporan hasil Audit Investigatif
dalam  proses  hukum  dilakukan  Qleh  persQnil  Tim  Audit
Investigatif secara berjenjang dari Penanggung Jawab Tim



b`erdasarkan penugasan Inspektur.

Bagian Keenan
Pemantauan trindak Lanjut Hasil Audit lnvestigatif

Pa.gal 4 1

(1)  m§Pektiif  inemefifitafikan   Sekfetariat  Iii§pektorat  uhtuk
pg!a±si3_ka.n~ pgHaptat]ap  tip¢ats !apjt!t !apgrap  #a§i! ~4q¢±t
Investigapf       berdasarkan        Pengaduari        Masyap:aka.t,
pengembangan       kegiatan      pengawasan,       permintaan
pimpinan  Klien  Pengawasan,  dan  perintah  B,upati,  Wakil
Bupati, atau Sekretaris Daerah.

(2)  Pemantauan  tindak lanjut laporan  hasil Audit Investigatif
berdasarkan     permintaan     APH     atau     APIP     Lainnya
dilaksanakan    oleh    APH    atau    APIP    Lainnya    selaku
perridhori.

(3)  Inspektorat  tidak  melakukan  .pemantauan  tindak  lanjut
laporan  hasil  Audit  Investigatif-  berdasarkan  permintaan
APH atau APIP Lalnnya.

`      BABV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1)  Personel  Tim  Audit  Investigatif yang  mengalami  benturan
kep~eiitingari  dalain  pemeriksaan,  digaintikan  pers`onal  lain
pada Inspektorat yang terbebas dari benturan kepentingan.

(2)  Prosedur penanganan  benturan  kepentingan  personel Tim
Audit  Investigatif  sebagaimana.   dimaksud   pada   ayat   (1)
dilaksanakan     sesuai     dengan     ketentuan     peraturan
pefuridang-undairgan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada   saat   Peraturan   Bupati   ini   mulai   berlaku,    semua
peratui`ah     yarig  mengatur  Audit  Ifivestigatif  di  lirigkungan
Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Bupati
ini  diundangkan  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang  tidak
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 44



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar       setiap       orang       mengetahuinya,       memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Puiworejo.

Ditetapkan di Purworejo

Diundangkan di Purworejo

TAH UN             NOM O R         SERI        NO MOR



\
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1



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWORELO
NOMOR  ``7  TAHUN   2of e,
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT LEMBAR IDENTIF`IKASI

LEMBAR IDENTIFIRASI

Materi yang ditelaah:
L!   ,   „   ,

Tanggal surat
Pengirim/Sumber Informasi    :
•-1I

PenelaahLanalcah Kelia Penelaahan dari Hasilnva

L

No Uraiari Lan8kah Kel]a
Hasil Telaah

Hasil TelachMateriJelas MateriTdkJelas

1 Telaah   atas   kegiatan   yang   diaduhan(u)lrafl Kegiatan Pengaduan . . . . .

2 Telaah atas penyimpangan /t~hac/
3 Telaah tahun keiadian /zuhen) Tahun......
4 Telaah  unit  yang  terkait  dengan  materi

yang dialukan /zuho/
5 Telaah   atas   pihak-pihak   yang   terkait

dengian dugaan penvimoangan /zuho)
6 Telaah         atas         proses         kejadian

penvimpangan / hozul
7 Telaah     atas     kemungkinan     dampak

penvimrmgan vans teriadi
8 Telaah          dampak          penyimpangan

meruDakan lingkup keuangan
9 Informasj dari sumber lain: :

• Database penugasan investigasi
I Media cetak
- Media elektronik
|Dll

Purworejo,  . . . . . (tanggal bulan tahun)

INSPEKTUR PEM13ANTU...                                                 PENEI.AAH,
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOR&JO ,

„.../Namat........./Namat.....
•...(NIP)........(NIP).....

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan dalam pemeriksaan.

d
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI PURWORELO
NOMOR  `17TAHUN    2029
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT IAPORAN HASIL PENEI.AAHAN
PENGAD UAN MASYARAKAT

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Yth
Dari
Tembusan
Tanggal
Nomor
Sifat
Lanpiran   :  ......................
Hal              : Laporan Hasil penelaahan

Dengan homat,
Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Penelaahan atas   kecukupan

informasi       berkaitan       dengan        ..............        (sehatkczn       mczten.       sttra£
pengad:Van/ laporan)  aha:s  penged:unm  masgaraha±/ pengemba:ngan  kegiatan
pengcowasan/permin±aan     APH     dan     Apm     Lainnga/permintaan     kken
pgngaryasan/perwich Bupati,Wakil  Bupati  atou  Sekretaris  DaerdrD*  dengan
sin_\pulq:>. per.ha d±tindcklq_njuti/ tidak ditindaklanjuti* dengan i±ndit investigas±.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR PEMBANTU ....
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWOREUO,

I....(Nana)....
Pangkat/  Golongan

•....(NIP).....

Catatan:
*pilih salah satu

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan





LAMPIRAN Ill
PERATURAN BUPATI PURWORELO
NOMOR  ``7  TAHUN  2023
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT RISAIAH HASIL EKSPOSE

RISALAH HASIL EKSPOSE

A.    INF`ORMASI UMUM
Materi Ekspose
Pihak yang Melakukan Ekspose
Dilakukan pada hari/ tanggal
Bertempat di
Dipimpin oleh
Jumlah Peserta
Daftar hadir terlampir

a.   RESUME MATERI EKSPOSE
(Diuraikan  secara jelas  dan  ringkas  materi  dugaan  penyimpangan yang
akan ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigatif)

C.   PEMBAHASAN PESERTA EKSPOSE
(Diuraikan secara ringkas masukan-masukan yang diberikan oleh peserta
ekspose)

D.   SIMPULAN DAN SARAN
(Diuraikan  secara ringkas  simpulan  (dapat/tidak dapat dilakukan  audit
investigatif) dan usulan tindak lanjut yang akan dilakukan.

Demikian risalah hasil ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai
keperluan.

INSPERTUR PEMBANTU  ...
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWORFUO,

.....(Nama).....
Pangkat/ Golongan

•... NIP ......

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan

a



\



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWORRIO
NOMOR  1`7   TAHUN  2C)JZ9
TENTANQ
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT IAPQRAN I€EMAJUAN PENUGASApi AU12IT INVESTIGATIF

KOP- NASRAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

NOTA DINAS

Dari
Tembusan :
Tanggal
Nomor
Sifat
Lanpiran   :  ......................
Hal             : Laporan Kemajuan Penugasan Audit lnvestigasi

Dengan hormat,
Sesual   dengan   Surat   Perintah   Tugas   Nomor   .....   Tanggal   .....,

bersama ini kami sampaikan laporan kemajuan penugasan audit investigasi
atas  .......  (Sebuthari Zingfupnya sesuczz. Surat Perintah Tugas)  per tanggal  .....
sebagai berifut:
1 . Ketepatan Waktu

Sesuai  dengan  Surat  Perintah  Tugas  Nomor  .....  penugasan  yang  kami
laksanakan  (1ebin  cepat/sesuai/lebih  lambat)  dari  ariggaran  waktu  yang
ditetapkan.
Memperhatikan  kondisi  yang  dihadapi,   maka  target  waktu  penerbitan
lapQrap. (a.apat dip.Qn_t±h_i/pQr±t± penyQsi±ai_ap)i yai_te in_enjad_i t_anggal_ ...... : ....

2. Program Penugasan
Sesual  Program  Penugasan  tanggal  .....,  kemajuan  pelaksanaan  program
diuraikah .sebagdi berikut:
a.   Hipotesis yang telah dapat disimpulkan

Berdasarkan hasil (langkah/prosedur)  telah  dapat  disimpulkan  hal-hal
berikut:
a............

bdst
(tzraikap  se9ara  ringk.as. d.an jelas  dokt]pren/data. pendukung  yang
digunakan dalam pembuktian/ pengambilan simpulan).

b.   Hipotesis. dalaln proses
Pada    saat    laporan    ini    disampaikan,     tim    sedang    melakukan
langkah/prosedur terkait hipotesis ....,....., dan ......
(Uralkan  secira  ringkas  large-t  penyelesalan  mempefhafikan  kondisi
yang dihadapi).

c.   Revisi Hipotesis
Berdasarkan   perkembangan   pelaksanaan   penugasan,    Tim   secara
beljenjang telah melakukan revisi hipotesis sebagai berikut:



1) Hipotesis diubah  ..... ;
2) Hipotesis tambahan .....

(Uraikan secara ringkas alasan revisi).

d.   Hipotesis  yang   terkendala   dalam   pelaksanaan   program   penugasan.
Uraikan secara ringkas:
1) Kendala    yang    dihadapi    (langkah/prosedur    yang    tidak    dapat

dilakukan,   terlambat  dilakukan   atau  ditempuh   langkah/prosedur
alte-atif);

2) Konsekuensi    terhadap    waktu    dan    terhadap    lingkup/simpulan
penugasan;

3) Upaya yang telah diambil untuk mengatasi;
4)  Keefektifan di tingkat teknis.

3.Permasalahan    yang    dikonsultasikan/perlu    pemecahan     di    tingkat
pimpinan Oika ada)
(Kemukakan  pemasalahan  yang  tidak  dapat  diatasi  secara  teknis  oleh
Tim    Pemeriksa,    sehingga   perlu    pemecahan    di    tingkat   pimpinan.
Penyampaian    permasalahan    hendaknya    disertai    dengan    altematif
langkah   tindak   dan   konsekuensinya   sebagai   bahan   pertimbangan
Pimpinan).

Demikian     Laporan     Kemajuan     Penugasan     ini     disampaikan.
Selanjutnya mohon arahan dari Bapak lnspektur.

INSPEKTUR PEMBANTU ...
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWORFUO,

•....(Nana).....
Pangkat/ Golongan

.....(NIP)......

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREUO
NOMOR  `17 TAHUN   202e,
TBNTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT HASIL PEMBAHASAN INTER

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREUO
NOMOR  ``7TAHUN   2C)23
TENTANG
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT RISALAH HASIL EKSPOSE AKHIR

RISAIAH HASIL EKSPOSE AKHIR

A.  INFORMASI UMUM
Materi
Pihak yang Melakukan Ekspose
Dilakukan pada hari/ tanggal
Bertempat di
Dipimpin oleh
iJumlali peserta
Daftar hadir terlampir

a.  RESUME MATERI DAN PEMBAHASAN HASIL AUDIT
Audit   investigatif   menghasilkan   simpulan   permasalahan   dalam   .....
|sebutkan lingkup penugasan sesual Sural Perintah Thigas| , yaltn..
1. Simpulan Permasalahan  1

|Urcrikan secara ringhas {emuctn hastl audit berupa jenis penyi:mpangan
yang terjadi, pertyebab, dan dampalen:ga)

2. Simpulan Permasalahan 2
Terhadap   temuan   hasil   audit   tersebut,   direkomendasikan   kepada
Pimpinan  Objek  Penugasan  untuk  menindaklanjuti  sesuai  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

C.  REKOMENDASI
Direkomendasikan  kepada  pihak  yang  bertanggung jawab  atau  terlibat
atas  simpulan  yang  terbukti  untuk  menindaklanjuti  sesuai  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian  risalah  ekspose  atas  hasil  audit  investigasi  dibuat  untuk  dapat
dipergunakan sesuai keperluan.

INSPEKTUR PEMBANTU . . .
INSPEKTORAT KABUPATEN PURWORENO

•.....(Nana).....
Pangkat/ Golongan

•....(NIP)

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWORENO
NOMOR  i`7 TAHUN  2j32a
TENTANQ
PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF

FORMAT DAN SISTEMATI±CA IAPQRAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF

TENTANG
SIFAT
NOMbR
TANGGAL

LAPORAN HASIL AUDIT INVESTIGATIF`

Rahasia

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A.   Simpulan
8.   Rekomendasi

BAB 11 Informasi Umuln
A.   Dasar pemeriksaan
8.   Susunan Tim perneriksa
C.   Waktu pemeriksaan
D.  Tujuan,  Sasaran,  dan  Ruang  Lingkup  dan  Batasan  Tanggung

Jawab Pemeriksaan
1. Tujuan Pemeriksaan
2. Sasaran Pemeriksaan
3. Buang Lipgkup
4. Batasan Tanggung LJawab Pemeriksaan

E.   Metode pemeriksaan
F.   Prosedur Audit Investigatif
G.   Hambatan dalam Audi-t` Investigatif
H.   Informasi Awal:

1.   Informasi mengenai organisasi objek pemeriksaan
2.   Informasi mengenai kasus yang diperiksa

a. Peraturan perundang-undangan
'b. Bukti tertulis
c. Pemintaan keterangan kepada pihak .terkait
d. Perhitungan kegiatan fisik oleh tenaga ahli Gika a.da)
e. Materi aduan/laporan/kasus.

BAB Ill Uralan Hasil Pemeriksaan
A.   Pugaan 1

1.   Pengungkapan Data dan Informasi
2.   Analisis Fakta dan Kronologis Kejadian
3.   Penyebab dan Dampak
4.   Pihak yang didugr terlibat/bertanggung jawab
5.   Simpulan
6.   Rekomendasi

a.   Dugaan2
Sistematika seperti dugaan 1



C. Dugaan dan seterusnya seperti sistematika dugaan 1

Demikian Laporan Hasil Audit lnvestigatif ini dibuat dan dilaksanakan untuk
mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR KABUPATEN PURWOREJO,

•..(Nama)....
.... Pangkat/  Golongan ....

•...(NIP)....

Keterangan: format dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan
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